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 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati 
Sukoharjo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021 Sesuai Hasil Evaluasi Gubernur Jawa 

Tengah. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 
mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6197); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 450); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 

300); 

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor  1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor  1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor  1 Tahun 2018 tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2021 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  

 
KESATU 
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Tindak lanjut Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan 

Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan Keputusan Pimpinan DPRD ini. 

 




